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Wali Kota Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR  42  TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  WALI KOTA BOGOR            

NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,                
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,                              
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA BOGOR, 

 
Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi,  

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah telah diatur dalam Peraturan             
Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 
tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah; 
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b. bahwa berkenaan dengan telah 
diundangkannya Peraturan Pemerintah  
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18              

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,          
maka Peraturan Wali Kota Bogor sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu diubah                
dan disesuaikan;  

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a                 
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan  
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan  
Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua             
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana                 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah          
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18          
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87  
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 240); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 
Tahun 2017 tentang Pedoman          
Nomenklatur Perangkat Daerah                   
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota                              

yang Melaksanakan Fungsi Penunjang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah             
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan            
di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 
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7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7        
Tahun 2016 tentang Pembentukan                        
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 
Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Bogor              
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan       
atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan                       
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 
Nomor 1 Seri D); 

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8          
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E); 

9. Peraturan  Wali Kota Bogor Nomor 95        
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota 
Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  WALI KOTA 

BOGOR NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,      

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
PERANGKAT DAERAH. 

 
 

Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas        
dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah  
Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal  16 
 

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas: 

a. Inspektur Daerah; 

b. Sekretariat membawahkan: 

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi; 

c. Inspektur Pembantu I; 

d. Inspektur Pembantu II; 

e. Inspektur Pembantu III;  

f. Inspektur Pembantu Khusus; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

2. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yakni Pasal 49A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal  49A 
 

(1) Pejabat yang melaksanakan Tugas dan Fungsi 
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya. 

(2) Pada Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, khususnya 
penambahan 1 (satu) Inspektur Pembantu Khusus       
akan ditetapkan Pejabat Baru berdasarkan Peraturan 
Wali Kota ini. 

  

3. Ketentuan Lampiran huruf C. INSPEKTORAT DAERAH 
TIPE B diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum        
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal  II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Bogor. 
 
 
 
 

Ditetapkan di Bogor 
pada tanggal 26 Mei 2020    

WALI KOTA  BOGOR, 
          Ttd. 
   BIMA  ARYA 

Diundangkan di Bogor 
pada tanggal 26 Mei 2020 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 

       Ttd. 
           ADE  SARIP  HIDAYAT   
 
BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN  2020  NOMOR  1  SERI  D   

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 

Ttd. 
 

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han) 
      NIP. 19800507 200312 1 003 

 
 
 
 
 

 



7 

 

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR : 42 TAHUN 2020 
TANGGAL : 26 MEI 2020 
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  WALI KOTA BOGOR 

NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,            
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.   

 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
 

C.  INSPEKTORAT DAERAH TIPE B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
WALI KOTA BOGOR, 
           

Ttd. 
 
BIMA ARYA 

 

INSPEKTUR DAERAH 
 

 

INSPEKTUR PEMBANTU III 

 

 
SEKRETARIAT 

 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
ANALISIS,  DAN 
EVALUASI 

 

SUB BAGIAN 
ADMINISTRASI  

UMUM DAN 
KEUANGAN 

 

INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTUR PEMBANTU II 

 

 
JABATAN 

FUNGSIONAL  

 
JABATAN 

FUNGSIONAL  

 

 
JABATAN 

FUNGSIONAL  

 

 

INSPEKTUR PEMBANTU 
KHUSUS 

 

 
JABATAN 

FUNGSIONAL  
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